| | Jamaluddin

Sistem Pemilu
Proporsional Terbuka

Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Kata Pengantar
Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

)

(2

3)

(4)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



JAMALUDDIN

SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL TERBUKA
PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UIR

Publica Indonesia Utama
2022



Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945 /
Jamaluddin | Cet. 2-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

X+ 143 Him; 14,8 X 21 cm
ISBN: 978-623-5257-01-3
Cetakan kedua, Februari 2022

Judul: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945
Penulis :Jamaluddin

Pemeriksa aksara : Nuri Hidayatus Sholihah
Penata halaman  : Tim Kreatif Publica Institute
Desain sampul : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama | Anggota IKAPI DKI Jakarta

18 Office Park 10th A Floor JI. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

- 1V -



:: KATA PENGANTAR ::

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas
diterbitkannya Buku yang berjudul “Sistem Pemilu Proporsional
Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945”. Buku ini ditulis
oleh saudara Jamaluddin, yang merupakan lulusan Magister Ilmu
Hukum Universitas Islam Riau (UIR) jurusan Hukum Tata Negara.

Buku “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca
Amandemen UUD NRI 1945” ini membahas tentang Konsep
Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilu, sertamemberikan
gambaran Bagaimana Penerapan Sistem Proporsional Terbuka
Pasca Amandemen UUD NRI tahun 1945. Mengingat pembahasan
dalam buku ini yang sangat komprehensif terkait penerapan sistem
proporsional terbuka pasca amandemen UUD NRI 1945, maka
sangat cocok untuk dijadikan bahan referensi dan diskusi bagi para
pegiat kepemiluan, praktisi politik, dan hukum tata Negara.

Buku yang berada di tangan pembaca ini tersusun dengan
segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga buku ini bermanfaat
bagi pembaca, khususnya para pemerhati isu kepemiluan dan
Hukum Tata Negara. Kepada penulis saya berpesan untuk teruslah
belajar agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi di
masa yang akan datang.

Akhirnya Saya mengucapkan selamat kepada penulis yang
sudah mampu menerbitkan karya penelitian ilmiah nya ke dalam
bentuk buku. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi
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amal ibadah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam
proses penerbitan buku ini.

Pekanbaru, Agustus 2021
Wassalamu’alaikum Wr, Wb

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UIR
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BABI
PENDAHULUAN

egara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat
‘ \ ‘ (democratie). Hal ini tertuang dalam batang tubuh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan
itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Bahkan kekuasaan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat
(Muhamad Saleh, 2019). Wujud dari pengejawantahan kedaulatan
rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Sejak
perubahan ketiga UUD 1945, pemilu di Indonesia tidak lagi sebatas
memilih anggota DPR dan DPRD saja, tetapi juga untuk memilih
anggota DPD, presiden, dan wakil presiden.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan
atau perorangan calon wakil rakyat. Kelembagaan yang dimaksud
itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang
secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik,
seperti untuk kepentingan rekruitmen politik, komunikasi politik,
dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan
kegiatan pemilihan umum. Bahkan, dapat dikatakan partai politik
itu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi perwakilan
yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum
(Jimly Asshiddiqie, 2016).
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Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (democratie) hal ini tertuang dalam
batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat
(2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan itu harus
disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Wujud dari pengejawantahan
kedaulatan rakyat adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Sistem pemilu di
Indonesia telah mengalami perubahan. Perbedaan antara pemilu setelah perubahan UUD NRI
1945 dengan Pemilu sebelum perubahan terletak pada varian Party List, dimana sebelum
perubahan masih menggunakan varian daftar tertutup (closed list), setelah perubahan telah
menggunakan varian daftar terbuka (opened list).

Buku “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945” ini menguraikan
secara jelas tentang Konsep Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilu, serta
memberikan gambaran Bagaimana Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pasca Amandemen
UUD NRI tahun 1945. Mengingat pembahasan dalam buku ini sangat komprehensif terkait
penerapan sistem proporsional terbuka pasca amandemen UUD NRI 1945, maka sangat cocok
untuk dijadikan bahan referensi dan diskusi bagi para pegiat kepemiluan, praktisi politik, dan
hukum tata negara.
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